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ABSTRAK 

 

Perkawinan mempunyai tujuan untuk membentuk suatu rumah tangga atau 

keluarga yang bahagia dan kekal. Di dalam menjalankan perkawinan tidak boleh 

bertentangan dengan aturan yang sudah berlaku yaitu yang di atur di dalam 

Undang Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974. Namun dalam hal ini perkawinan 

yang dilakukan bertentangan dengan asas dan syarat perkawinan yang berlaku. 

Selain itu juga telah dihasilkan anak dari perkawinan tersebut. 

Permasalahan yang dikaji di dalam penelitian ini adalah apa saja dasar 

pertimbangan hakim yang digunakan dalam memutus perkara penetapan asal usul 

anak hasil dari perkawinan poliandri. Karena hal ini akan menjadi patokan serta 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan. 

Sedangkan tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah ingin 

mengetahui apa saja yang digunakan oleh hakim dalam memutus permohonan  

penetapan asal usul anak.  Hal hal apa saja yang dijadikan pertimbangan dalam 

memutus permohonan penetapan asal usul anak hasil dari perkawinan poliandri. 

Berdasarakan hasil penelitian disimpulkan bahwa permohonan yang 

diajukan oleh pemohon untuk menetapkan sebagai anak biologis dari keduanya 

ditolak. Hal ini disebabkan karena perkawinan tersebut dilakukan saat istri yang 

berkedudukan sebagai pemohon masih terikat di dalam perkawinan dengan orang 

lain, dengan kata lain bahwa hal ini sudah bertentangan dengan pasal 9 Undang 

Undang Perkawinan dan juga dengan asas yang berlaku di dalam perkawinan 

yang tidak lain adalah asas monogami. Selain itu anak dapat ditetapkan sebagai 

anak sah apabila anak tersebut dilahirkan dalam dan sebagai akibat perkawinan 

yang sah. Namun jelas bahwa perkawinan tersebut sudah tidak sah maka dari itu 

anak tersebut tidak dapat ditetapkan sebagai anak biologis dan juga tidak bisa 

dilakukan pengakuan. Karena pengakuan hanya boleh dilakukan terhadap anak 

hasil selain hubungan zina dan sumbang. Karena anak tersebut tidak dapat di 

sahkan sebagai anak biologis dari pemohon maka dari itu anak tersebut tidak bisa 

mendapatkan hak-haknya secara penuh seperti hak waris, hak perwalian, hak 

penggunaan nama, hak alimentasi dan lain sebagainya. Memang kedudukan anak 

luar kawin disini sangat dirugikan karena tidak bisa mendapatkan pengakuan. 

Meskipun demikian alangkah lebih baik secara etika maupun moral orang tua 

biologis tetap memberikan alimentasi atau menafkahi anak tersebut tanpa adanya 

pengakuan yang sah secara hukum. 
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